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BAB 111

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan latar belakang, hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat
disimpulkan dalam penelitian ini bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan
Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 oleh pemerintah, maka yang terkena
pengetatan pemberian remisi ini adalah pelaku tindak pidana narkotika yang
dipidana paling singkat 5 tahun, dan yang termasuk kategori tersebut adalah
mereka yang merupakan bandar dan pengedar . Bentuk dari pengetatan pemberian
remisi ini, terdapat dalam syarat maupun prosedur pemberiannya, yang mana
syarat tersebut adalah kesediaan untuk bekerjasama dengan penegak hukum untuk
membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya, yang dinyatakan secara
tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan atau yang disebut dengan Justice Collaborator.
Sedangkan prosedur pemberiannya, semakin sulit karena pengusulan remisi
tersebut harus sampai kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan, yang
berkedudukan di pusat yaitu Provinsi DKI Jakarta. Dapat diketahui juga dari hasil
wawancara dengan Kasubsi Lapas Kelas IIA Wirogunan, bahwa dengan
dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 ini ternyata menjadi
shock therapy bagi narapidana di Lapas Wirogunan karena persyaratan serta
prosedur pemberian remisi, terkhusus bagi narapidana yang dipidana karena

melakukan tindak pidana khusus, seperti tindak pidana narkotika. Akan tetapi,
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dalam pelaksanaannya di Lapas Wirogunan ini, tidak terdapat kendala-kendala
karena para narapidana khususnya yang melakukan tindak pidana narkotika ini,
tetap mengikuti ketentuan yang telah ada dalam peraturan yang berlaku, yakni
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Secara substansi, dengan adanya
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 ini sudah merupakan langkah yang
baik dalam penegakan hukum di bidang tindak pidana narkotika, akan tetapi
secara yuridis, keberadaan Peraturan Pemerintan Nomor 99 Tahun 2012 ini
bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi darinya, yang dalam hal ini
adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang
secara khusus dalam Pasal 5 butir b yang membahas tentang adanya asas
kesamaan, yang berarti juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan asas
hukum yakni, asas Lex superior derogat legi inferiori, yang berarti hukum yang
tingkatnya lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah sepanjang
mengatur hal yang sama.
B. Saran

Mengingat bahwa tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana yang
berbahaya serta tergolong dalam jenis kejahatan yang serius, penulis setuju
dengan adanya pengetatan pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana
narkotika, yang dalam hal ini adalah bandar dan pengedar. Di samping itu, dengan
adanya pengetatan dalam persyaratan maupun prosedur atau tata cara pemberian
remisi ini yang telah ditetapkan baik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99

Tahun 2012 maupun Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
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21 Tahun 2013, merupakan langkah yang baik dan menurut penulis, perlu
dipertahankan serta ditingkatkan demi terwujudnya kepentingan keamanan,
ketertiban umum, serta rasa keadilan dalam masyarakat. Akan tetapi, pengetatan
pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana narkotika ini sebaiknya jangan
diatur dalam bentuk Peraturan Pemerintah, tetapi Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1995 inilah yang lebih baik diadakan perubahan atau revisi mengenai
pengaturan remisinya agar pengetatan pemberian remisi terhadap pelaku tindak
pidana narkotika ini diatur di dalamnya. Selain itu, pengetatan pemberian remisi
ini jangan hanya diatur untuk pelaku tindak pidana narkotika saja, tetapi diatur
juga untuk tindak pidana yang termasuk kejahatan luar biasa lainnya seperti
korupsi, terorisme, genosida, dan kejahatan transnasional lainnya, dan dengan
adanya pengetatan pemberian remisi ini, diharapkan selama menjalani masa
pidananya di dalam Lapas, narapidana tersebut dapat mengikuti program
pembinaan dengan baik agar kelak apabila ia bebas dan kembali dalam kehidupan
bermasyarakat, tidak mengulangi tindak pidana yang sama, yang dalam hal ini
berkaitan dengan tindak pidana narkotika, sehingga tujuan dari Lapas itu sendiri,
yakni mengubah dari yang semulanya tersesat menjadi kembali ke jalan yang

benar, dapat tercapai.
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Mengingat: 1. Peraturan Pemernntah Nomor 41 Tahun 2006, lentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan

Pengembangan Asing, Badan Usaha Aging dan Crang Asing dalam melakukan Kegitan Penelitian dan Pengembangan di
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2. Peraturan Menten Dalam Meger Nomor 20 Tahun 2011, tenlang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan
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Omanisas di Lingkungan Sekrotariat Daerah dan Seketadat Dewan Peraalilan Rakyat Daemh,

4. Pemturan Gubemur Daerah Isimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Penzinan,
Rekomendas Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Penghkajian, dan Studi Lapangan di Daerah
Idimewa Yogyalkarta.

DILINKAN uniuk melakukan kegiatan surveifpenelitian/pendataan/pengembangzn/pengisjan/sudi lapangan kepada:
Nama :NADIA CHRISTY MANURUNG NIP/NIM : 100510250

Alamat  :FAKULTAS HUKUM, ILMU HUKUM, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Judul  :PENGETATAN REMISI TERHADAFP FELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA SETELAH
BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 2012

Lokas  : KOTA YOGYAKARTA

Waku  :2 APRIL 2014 sd 2 JULI 2014

Dengan Ketentuan

1. Menyerahlan surat keleranganfijin survei/peneliian/pendataan/pengembanganipengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah
DIY kepada Bupafi/Walikota melalui ingitus yang berwenang mengeluardan ijin dimaksud;

2. Menyerahlan soft copy hasl penelifiannya baik kepada Gubemur Daerah isimewa Yegyakarta melalui Biro Administras Pembangunan
Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui webste adbang jogjaprov.go.id dan menunjulian cetalan
adi yang sudah disshlan dan dibubuhi cap insitus;

3. Tjin ini hanya dipergunalan untuk keperduan ilmiah, dan pemegang fjin wajil mentaati ketentuan yang beraky di lokas kegiatan;

4. ljin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjuban sumt ini kembali sbelum bemkhir waldunya setelah
mengajukan pepanjangan melalui website adbang jogjaprov.go.id;

5. ljin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waklu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berdaku.

Dikeluarn di Yogyakarta
Pada tanggal 2 APRIL 2014
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Dasar

Mengingat

Diijinkan Kepada

Lokasi/Responden
Waktu

Lampiran

Dengan Ketentuan

Tanda tangan
Pemegang |

/]

NADIA C

Tembusan Kepada :

i :
RISTY MANURUNG

JI. Kenar Mo. 2B Yogyaxkaria rode Fos [ 22102 Telp. (UL/4) 200£41,2712605,212000,202004

Fax (0274) 555241
EMAIL : perizinan@jogjakota.go.id
HOT LINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogiakota.go.id
WEBSITE : www.perizinan.jogjakota.qo.id

SURAT IZIN

— oy —

NOMOR 070/1135
2151/34

: Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor ; 0T0/REG/V/44/4/2014 Tanggal :02/04/2014

. 1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomer 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan,

Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas
Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian,
Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan
pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 18 Tahun 2008 tentang Pedoman
Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan,
Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;

Lh

: Mama - MADIA CHRISTY MANURUNG NO MHS / NIM - 100510250
Pekerjaan - Mahasiswa Fak. Hukum - UAJY
Alamat : JI. Babarsari, Yogyakarta
Penanggungjawab : G. Aryadi, SH., MH.
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : PENGETATAN

PEMBERIAN REMISI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
NARKOTIKA SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2012

. Kota Yogyakarta

: 02/04/2014 Sampai  02/07/2014

. Proposal dan Daftar Pertanyaan

- 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta

(Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. lzin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan
Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya
ketentuan -ketentuan tersebut diatas
Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi
bantuan seperlunya

INATI SH

Yth. 1. Walikota Yogyakarta(sebagai laporan) NTF'. 1931033:{1 988032004
2. Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY

3. Ka. LAPAS Klas || A Yogyakarta

4. Ybs,



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Jalan : Gedongkuning Nomor 146
Telepon : 378431, 378432, 374081

SURAT DJIN
Nomor : W14-UM.01.01- [ 3§

Ma'npematilan surat dari Wakil Dekan I Fakulas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta Nomor : 161/V Tanggal 28 Maret 2014 Ped'talPenmhunanIleset,
dan Surat ijin dari Sekretaris Daerah Pemda DIY Nomor : 070/ 144/4/2014
Tanggal 2 Aprii 2014. Atas dasar pertimbangan tersebut denga n ini Kepala Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta
memberikan ijin kepada:

Nama : Nadia Christy Manurung
NIM., : 10250
Mahasiswa : Fakulas Hukum Universitas Atima Jaya Yogyakarta

Untuk mengadakan Riset pada Lembaga Pemasyarakatan Yogyakarta, dalam rangka
penyusunan Skripsi n judul : * Pengetatan Pemberian Remisi Terhadap Pelaku
k Pidana Narkotika Berlakunya PP No.99 Tahun 2012"

Waktu pelaksanaan sampai dengan 2 Juli 2014

Dengan Ketentuan : 1. Terlebih dahulu menghadap kepada Kepala Lembaga
Pemasyarakatan Yugyalana

2. Pelaksanaan pengaturan waktu kami serahkan

‘?’epmuhrj%a l-:epada Kepala Lembaga Pemasyarakatan
ogya

. Ijin ini tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan lain
kecuali untuk tujuan ilmiah.
. Wajib men l]qalga tata teruh dan mentaati ketentuan-ketentuan
yang berla
. Surat ijin ini dapat cﬁbatalian sewaktu - waktu apabila tidak
dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut diatas.
Setelah selesai wajib melaporkan hasilnya kepada Kanwil
Kementerian Hukum dan HAM DIY Cq. Bagian Penyusunan
Program dan Laporan

Demikian disampaikan kepada berkepentingan untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya. yana -
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Yogyakarta, 7 April 2014
AN. KEPALA KANTOR WILAYAH

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY. (sebagai laporan)
2. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Yogyakarta

3. Wakil Dekan I Fakulas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta



